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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan dalam
penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang diajukan, maka dapat ditarik
kesimpulan, bahwa faktor penyebab disparitas pidana dalam perkara pencurian
di Pengadilan Negeri Wonosari adalah dari Undang-undang yaitu dalam KUHP
mengatur tindak pidana pencurian mencantumkan ancaman pidana 5 tahun
penjara sebagai maksimum umum. Sehingga dalam batas maksimum dan
minimum tersebut hakim bebas memilih untuk mendapatkan pidana yang tepat
untuk dijatuhkan. Faktor berikutnya adalah Diskresi yang dilakukan oleh
hakim itu ternyata memang menimbulkan suatu masalah. Penyebabnya adalah
hakim secara bebas menetapkan atas dasar keinginannya sendiri hal-hal yang
akan dia lakukan, atau tidak akan dilakukan, sangat dimungkinkan tindakan
secara demikian akan merugikan kepentingan masyrakat lain. Selanjutnya
adalah faktor hakim dan faktor Terdakwa. Faktor hakim itu berupa latar
belakang hakim serta umur dari hakim itu sendiri yang berhubungan dengan
jam terbang dari hakim. Faktor dari Terdakwa ini yaitu berupa motif
dilakuknnya tindak pidana, jenis kelamin terdakwa, umur terdakwa, serta
keadilan dalam masyarakat.

B. Saran

1. Disparitas pidana yang terjadi di Pengadilan Negeri Wonosari dalam

Perkara Pencurian memang dapat diatasi, saran saya adalah dalam



rancangan KUHP yang baru itu sebaiknya di masukan minimal khusus
dalam Perkara Pencurian. Adanya minimal khusus akan menjadi patokan
atau dasar bagi hakim dalam menjatuhkan suatu Putusan.

. Diperlukan pemberian informasi yang jelas dari Pengadilan kepada
masyarakat mengenai putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara. Hal ini
sekaligus menjadi pendidikan hukum bagi masyarakat, agar masyarakat
tidak memandang sebelah mata badan peradilan, khususnya Pengadilan

Negeri.
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